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PUTU
KE SAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
o KEBAKARAN KAB. PESISIR SELATAN

MOR : 332.1/ 1! IKpts/SATPOLPP-DAMKAR/ 2020

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS (SUKARELA) PADA
AM KEB

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMAD
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEM.ADAM KEBAK.ARAN
anan kelancaran

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk Pengam
aturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,

Penegakan Perd

penegakan ketertiban serta ketentraman umur, Satuan

Tugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong
bakaran Kabupaten Pesisir

Praja dan pemadam Ke
Selatan Tahun 2020, perlu ditunjuk Surat Keputusan

Tenaga Harian Lepas k membantu tugas
- tugas dimaksud;

b. Bahwa untuk pen
(Sukarela) seperti tersebut

ditetapkan dengan Surat Keputusa
Polisi Pamong Praja dan Pema

Kabupaten Pesisir Selatan;

(Sukarela) untu

Tenaga Harian Lepas
pada huruf &, perlu
n Kepala Satuan
dam Kebakaran

unjukan

12 Tahun 1956 tentang

Mengingat . L Undang-Undang Nomor
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi ~Sumatera Tengah
1956

publik [ndonesia Tahun

(Lembaran Negara Re
Undang Drt Nomor 21 Tahun

Nomor 25) jis Undang-

1957 (Lembaran Negara
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

n. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Unc.iang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmt_)angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
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Undan 4 T 7
B-Un
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angpula;
flang : . ten
gan Bencana (Lembaran Negara anpaﬁi‘;:i

onesia Tah p
N un 2007 No -
egarg : mor 66, Tambs;
Bara Republik Indonesia Nomor 47;?}‘?']}1““ M

Undang-

Pe[a}r;gagngmjg. Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Tahun zoogmrjulg;(q[:wg o Negara Republik Indonerin
" r ' ambah l ',‘

Republik Indonesia Nomor 5038); i ACniman Negu

Und x

Pem::-]igtg]?dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Indonegt Tan Daerah (Lembaran Negara Republill'
Negezs Ra ahu_n 2014 quor 244, Tambahan Lembaran
lon epublik lpdo_nesxa Nomor 5587), sebagaimana
Undan eﬁerapakah diubah terakhir dengan Undang-
Atas Ug omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
5 'ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

am Negeri Nomor 54 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dal
an Polisi

tentang Standar Operasional Prosedur Satu
Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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Peraturan | '

mmnnﬂm;{(l‘:lulp;ni Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016

b U;'nluh l:‘llknll, Susunan Orpanisasi, Tata Kena

Pamon. Upas Jabatan Struktural Satuan Polisi
B Praja dan Pemadam Kebakaran;

Per ' -
wnltl;zr)mil) Bupati Pesisir Selatan Nomor ~ Tahun 2019
¢ Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daeral . i
2020;1 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

l/(ﬁpumsan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/
A pts/BPT-PS/2020 tanggal,  Januari 2020 tentang
AnUnJUkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna

nggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pen.enma dan Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

Penunjukan Tenaga Harian Lepas (Sukarela) pada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Kepada yang bersangkutan  diberi Tugas untuk
membantu sesuai dengan Tugas pada Bidang — Bidang
yang diberikan serta berstatus sebagai Tenaga Harian
Lepas (Sukarela) dan tidak merupakan jarninan bagi
yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Tenaga Harian Lepas (Sukarela) wajib mengikuti disiplin
kerja sesuai ketentuan yans berlaku bagi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan;

Tenaga Harian Lepas (sukarela) yang ditunjuk dapat
diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan
melanggar ketentuan yang berlaku serta atas perintah
pimpinan;

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02
Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di :  Painan
Tanggal . 02 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATENAESISIR SELATAN

DAILIPAL.S.Sos. M.Si
NIP. 19680805 199009 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

5. Masing-masing anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.
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35 |PUTRI PURNAMA SARI

PAINAN, JANUARI 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMAD KEBAKARAN
KABUPATEN |PESISIR SELATAN

DAILIPAL, S. $os. M.Si
Pembina U a Niuda (IV/c)
NIP. 19680805 1 009 1 001
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